
































BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterangan:
 Penjual = Hengky Dawir
 Pembeli = Rudi Doomputra
 Notaris = Theresia Ponto, SH
 Staff Kantor Notaris = Netty Harun
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Latar  belakang  permasalahan  dalam  penelitian  tesis  ini

dimulai dari:

 Kasus Notaris Theresia Ponto, SH berdasarkan Fakta

Hukum  dalam  Salinan  Putusan  Pengadilan  Negeri

Klas IA  Jayapura Tanggal 17 September 2015 Nomor

261/Pid.B/2014/PN Jap yaitu:

1. Tanggal  29  Maret  2011  (Penjual  dan  Pembeli

datang  ke  Kantor  Notaris  untuk  membuat  Akta

Jual Beli dan Balik Nama)

Penjual bernama Hangky Dawir dan Pembeli bernama

Rudi  Doomputra  datang  ke  Kantor  Notaris  bernama

Theresia Ponto, SH bertujuan untuk membuat Akta Jual

Beli (AJB) dan Balik Nama. Sebelum mendatangi Kantor

Notaris Theresia Ponto, SH, Penjual telah menyerahkan 2

(dua) Sertifikat Hak Milik atas Tanah kepada Pembeli dan

sebaliknya Pembeli  telah  mencicil  harga  tanah kepada

Penjual  sebesar  Rp  400.000.000,-  (empat  ratus  juta

rupiah)  dengan  perjanjian  akan  melunasi  pembayaran

setelah sertifikat tersebut jadi.

Pada saat itu Notaris Theresia Ponto, SH tidak berada

ditempat, sehingga Staff Kantor Notaris Theresia Ponto,

SH bernama Netty Harun menghubungi Notaris Theresia

Ponto,  SH  melalui  telepon  untuk  memberitahukan
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kedatangan  Penjual  dan  Pembeli,  kemudian  Notaris

Theresia Ponto, SH menyatakan agar menunggu sekitar

30  menit  karena  akan  segera  kembali  ke  kantornya,

namun  Pembeli  buruh-buruh  karena  akan  berangkat,

oleh karena itu Pembeli menyerahkan 2 (dua) sertifikat

yang telah dibuatkan tanda terima kepada Staff Kantor

Notaris Theresia Ponto, SH.

Selanjutnya Staff Kantor Notaris  Theresia Ponto,  SH

membuatkan  2  (dua)  Akta  Jual  Beli  (AJB)  yang  masih

dalam bentuk Draft yang belum diisi dan belum di beri

tanggal,  kemudian  ditandatangani  oleh  Penjual  dan

Pembeli.

2. Tanggal  30  Maret  2011  (Penolakan  Notaris

terhadap  Surat  Pembatalan  Jual  Beli  dan

Permintaan  Sertifikat  Hak  Milik  atas  Tanah  oleh

Penjual)

Penjual memberikan Surat Pembatalan Jual Beli dan

meminta kembali 2 (dua) Sertifikat Hak Milik atas Tanah

kepada  Notaris  Theresia  Ponto,  SH,  namun  tidak

diberikan dan menyatakan akan di serahkan apabila ada

Putusan Pengadilan. 
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3. Tanggal  31  Mei  2011  (Penjual  mengajukan

Gugatan  Perdata  kepada  Notaris  yang  berakhir

dengan  Putusan  Perdamaian  Perkara  Perdata

antara  Penjual  dan  Notaris  tanpa  Pembeli,

dilanjutkan  dengan  Pengembalian  Sertifikat  Hak

Milik atas Tanah oleh Notaris kepada Penjual atas

dasar Putusan Perdamaian)

Penjual  mengajukan  Gugatan  ke  Pengadilan  Negeri

Jayapura,  dimana  Notaris  Theresia  Ponto,  SH  sebagai

Tergugat  dan  Pembeli  sebagai  Turut  Tergugat,  dengan

pertimbangan  bahwa  dipersidangan  Pihak  Penjual

(Penggugat)  dan  Pihak  Notaris  Theresia  Ponto,  SH

(Tergugat) menyatakan bersedia dan sepakat mengakhiri

perkara  ini  dengan  jalan  Damai,  sedangkan  Pihak

Pembeli  (Turut  Tergugat)  menyatakan  keberatan/tidak

bersedia apabila dalam perkara ini dilakukan perdamaian

karena mengenai 2 (dua) Sertifikat Hak Milik atas Tanah

tersebut  adalah  untuk  kepentingan  Pembeli  (Turut

Tergugat),  sehingga  di  dalam  perkara  ini  yang  dapat

melakukan  perdamaian  hanyalah  Pihak  Penjual

(Penggugat)  dan  Pihak  Notaris  Theresia  Ponto,  SH

(Tergugat). Kemudian Gugatan tersebut berakhir dengan

Putusan Perdamaian Perkara Perdata  Pengadilan Negeri
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Klas  IA  Jayapura  Tanggal  10  Agustus  2011  No.

56/PDT.G/2010/PN.JPR  yang  mana  Amar  Kesatu  dan

Kedua pada pokoknya sebagai berikut:1

M E N G A D I L I

1. Menyatakan  bahwa  perkara  antara  Penjual

(Penggugat)  dengan  Notaris  Theresia  Ponto,  SH

(Tergugat) telah tercapai perdamaian;

2. Menghukum  kepada  kedua  belah  pihak  untuk

mentaati  dan  melaksanakan  isi  perjanjian

perdamaian yang telah disepakati yaitu:2

a. Bahwa  Pihak  Penjual  (Penggugat)  menuntut

kepada  Pihak  Notaris  Theresia  Ponto,  SH

(Tergugat)  untuk  segera  menyerahkan  2  (dua)

Sertifikat  Hak  Milik  Tanah  atas  nama  Penjual

(Penggugat);

b. Bahwa  Pihak  Notaris  Theresia  Ponto,  SH

(Tergugat)  sepakat  untuk  memenuhi  tuntutan

sebagaimana dimaksud oleh Penjual (Penggugat)

1 Salinan Putusan Perdamaian Perkara Perdata Pengadilan Negeri Klas IA
Jayapura Tanggal 10 Agustus 2011 Nomor 56/PDT.G/2010/PN.JPR, hlm. 6-7.

2 Salinan Putusan Perdamaian Perkara Perdata Pengadilan Negeri Klas IA
Jayapura Tanggal 10 Agustus 2011 Nomor 56/PDT.G/2010/PN.JPR, hlm. 6.

5



dengan menyerahkan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik

atas  Tanah  kepada  Penjual  (Penggugat)  dan

dengan  ini  menyatakan  sudah  menerima

pengembalian kedua sertifikat tersebut.

Berdasarkan  Putusan  tersebut  terjadi  perdamaian

antara Penjual (Penggugat) dan Notaris Theresia Ponto,

SH (Tergugat) tanpa melibatkan Pembeli (Turut Tergugat),

kemudian  Notaris  Theresia  Ponto,  SH  menyerakan  2

(dua) Sertifikat Hak Milik atas Tanah kepada Penjual.

4. Tanggal  09 Juli  2013 (Pembeli  membuat Laporan

Polisi  kepada  Notaris  yang  berakhir  dengan

Putusan Perkara Pidana)

Atas  perbuatan  Notaris  Theresia  Ponto,  SH  yang

menimbulkan  kerugian  bagi  Pembeli,  maka  Pembeli

membuat  Laporan  Polisi  dengan  terlapor  atas  nama

Theresia  Ponto,  SH  yang  kemudian  Laporan  Polisi

tersebut  berakhir  dengan  Putusan  Pengadilan  Negeri

Klas  IA  Jayapura  Tanggal  17  September  2015  Nomor

261/Pid.B/2014/PN  Jap  jo.  Putusan  Pengadilan  Tinggi

Jayapura  Tanggal  28  Oktober  2015  Nomor

85/PID/2015/PT.Jap  jo.  Putusan  Mahkamah  Agung

Republik  Indonesia  Tanggal  15  Juni  2016  Nomor  378
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K/PID/2016  yang amar  putusan pada pokoknya adalah

menyatakan Terdakwa Theresia Ponto, SH terbukti secara

sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindakan

pidana  penggelapan  dilakukan  oleh  orang  yang

menguasai barang itu karena ada hubungan kerja.

 Perlindungan  Hukum  bagi  Notaris  berdasarkan

Undang-Undang tentang Jabatan Notaris

Selama  berlangsungnya  Kasus  Notaris  Theresia  Ponto,

SH terdapat perlindungan hukum bagi Notaris  berdasarkan

Undang-Undang tentang Jabatan Notaris yaitu:

1. Tanggal  06  Oktober  2004  (Persetujuan  Majelis

Pengawas Daerah dalam hal pengambilan fotokopi

minuta akta dan pemanggilan Notaris)

Mengesahkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia

Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  yang

didalam  ketentuan  Pasal  66  ayat  (1)  menyebutkan

bahwa:

1) Untuk  kepentingan  proses  peradilan,  penyidik,

penuntut  umum  atau  hakim  dengan  persetujuan

Majelis Pengawas Daerah berwenang:
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a) mengambil  fotokopi  Minuta Akta dan/atau surat-

surat  yang  dilekatkan  pada  Minuta  Akta  atau

Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan

b) memanggil  Notaris  untuk  hadir  dalam

pemeriksaan  yang  berkaitan  dengan  akta  yang

dibuatnya  atau  Protokol  Notaris  yang  berada

dalam penyimpanan Notaris.

Majelis  Pengawas  Daerah  mempunyai  kewenangan

memberikan atau menolak permintaan persetujuan dari

penyidik  yang  hendak  memanggil  Notaris  guna

kepentingan pemeriksaan terkait akta yang dibuat oleh

atau dihadapan Notaris,  sehingga perlindungan hukum

bagi Notaris mutlak hanya dimiliki oleh Majelis Pengawas

Daerah.3

2. Tanggal  28  Mei  2013  (Hilangnya  Persetujuan

Majelis Pengawas Daerah dalam hal pengambilan

fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris)

Selanjutnya  dilakukan  Uji  Materiil  (Judicial  Review)

terhadap  Ketentuan  Pasal  66  ayat  (1)  Undang-Undang

Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2004  tentang

3 Anna  Sari  Dewi.  2015.  “Fungsi  dan  Kedudukan  Majelis  Pengawas
Daerah  Notaris  Setelah  Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014
Tentang  Perubahan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  No  30  Tahun  2004”.
Jurnal Repertorium, ISSN: 2355-2646. 2.2. hlm. 31-38.

8



Jabatan Notaris yang diajukan oleh Kant Kamal berakibat

hilangnya kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris,

dimana  Amar  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor

49/PUU-X/2012 menyebutkan bahwa:4

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya:

1) Menyatakan  Frasa  “dengan  persetujuan  Majelis

Pengawas Daerah” dalam ketentuan Pasal 66 ayat

(1)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004

tentang  Jabatan  Notaris  bertentangan  dengan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

2) Menyatakan  Frasa  “dengan  Persetujuan  Majelis

Pengawas Daerah” dalam ketentuan Pasal 66 ayat

(1)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004

tentang  Jabatan  Notaris  tidak  mempunyai

kekuatan hukum tetap.

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini  dalam Berita

Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dasar  pertimbangan  Hukum  bagi  Mahkamah

Konstitusi  adalah  adanya  persamaan  kedudukan  di

dalam  hukum,  sehingga  Ketentuan  Pasal  66  ayat  (1)

Undang-Undang Rpublik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004

4 Anna Sari Dewi. 2015. Ibid. hlm. 31-38.
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tentang  Jabatan  Notaris  yaitu  “dengan  persetujuan

Majelis  Pengawas  Daerah  Notaris”  bertentangan

dengan:5

a) Pasal  27  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara

Republik  Indonesia  Tahun  1945,  berbunyi  Segala

warga  negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam

hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib  menjunjung

hukum  dan  pemerintahan  dengan  tidak  ada

kecualiannya.

b) Pasal  28D  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara

Republik  Indonesia  Tahun  1945,  berbunyi  Setiap

Warga  Negara  berhak  atas  pengakuan,  jaminan,

perlindungan,  dan  kepasian  hukum yang adil  serta

perlakuan  yang  sama  dihadapan  hukum,  sehingga

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Setelah  keluarnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi

Nomor  49/PUU-X/2012  sempat  terjadi  kekosongan

lembaga  perlindungan  hukum  bagi  Notaris,  sehingga

penyidik  dapat  langsung  mengambil  fotokopi  minuta

akta  atau  protokol  Notaris  yang  dalam  penyimpanan

Notaris  serta  memanggil  Notaris  untuk  hadir  dalam

proses pemeriksaan yang berkaitan dengan akta  yang

5 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012.
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dibuatnya tanpa persetujuan Majelis Pengawas Daerah,6

dengan hilangnya kewenangan khusus Majelis Pengawas

Daerah di  dalam ketentuan Pasal  66 ayat (1)  Undang-

Undang  Republik  Indonesia Nomor  30  Tahun  2004

tentang  Jabatan  Notaris,  bukan  berarti  bahwa

keberadaan  Majelis  Pengawas  Daerah  menjadi  hilang

dalam organisasi notaris, eksistensi keberadaan Majelis

Pengawas Daerah masih ada dan tidak dihapus. Fungsi,

kewenangan  dan  kewajiban  Majelis  Pengawas  Daerah

masih digunakan dalam:7

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun

2004 tentang Jabatan Notaris;

2) Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia

Republik  Indonesia  Nomor  M.02.PR.08.10.TH  2004

tentang susunan organisasi, tata kerja dan tata cara

pemeriksaan Majelis Pengawas;

3) Keputusan Menteri  dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia  Nomor  M.39.PW.07.10.2004  tentang

pedoman  pelaksanaan  tugas  Majelis  Pengawas

Notaris.

6 Anna Sari Dewi. Op.Cit. hlm. 31-38.
7 Anna Sari Dewi. Ibid. hlm. 31-38.
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3. Tanggal  15  Januari  2014  (Persetujuan  Majelis

Kehormatan  Notaris  dalam  hal  pengambilan

fotokopi  minuta  akta  dan  pemanggilan  Notaris

serta  Ketentuan  lebih  lajut  mengenai  tugas  dan

fungsi,  syarat  dan  tata  cara  pengangkatan  dan

pemberhentian,  struktur  organisasi,  tata  kerja,

dan anggaran Majelis  Kehormatan Notaris  diatur

dengan Peraturan Menteri)

Landasan  Filosofis  dibentuknya  Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan

Notaris  adalah  demi  terwujudnya  jaminan  kepastian

hukum,  ketertiban  dan  perlindungan  hukum  yang

berintikan  keadilan  dan  kebenaran  melalui  akta  yang

dibuat oleh Notaris,8 sehingga perlindungan hukum bagi

Notaris  yang  dahulu  dilakukan  oleh  Majelis  Pengawas

Daerah  khususnya  tentang  pengambilan  minuta  akta

dan pemanggilan Notaris oleh pihak kepolisian sekarang

menjadi  kewenangan  Majelis  Kehormatan  Notaris,9

sebagaimana dalam ketentuan Pasal  66  ayat  (1)  yang

menyebutkan bahwa:

8 Anna Sari Dewi. Ibid. hlm. 31-38.
9 Winda Ayu Swastika and others.  2016.  "Politik Hukum Pembentukan

Majelis Kehormatan Notaris". Jurnal Lex Renaissance, 1.2. hlm.  182–200.
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1) Untuk  kepentingan  proses  peradilan,  penyidik,

penuntut  umum,  atau  hakim  dengan  persetujuan

Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

a. Mengambil  fotokopi  Minuta Akta dan/atau surat-

surat  yang  dilekatkan  pada  Minuta  Akta  atau

Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;dan

b. Memanggil  Notaris  untuk  hadir  dalam

pemeriksaan  yang  berkaitan  dengan  Akta  atau

Prottokol  Notaris  yang  berada  dalam

penyimpanan Notaris.

Kemudian  dalam  hal  pelaksanaann  terhadap

ketentuan Pasal  66A ayat (3) Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Peruahan Atas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

Notaris,10 maka diundangkan Peraturan Menteri  Hukum

dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  7

Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Dari uraian latar belakang permasalahan yang dimulai dari

Kasus Notaris Theresia Ponto,  SH sampai dengan perlindungan

10 Menimbang Peraturan Mneteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.
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hukum  bagi  Notaris  berdasarkan  ketentuan  peraturan

perundang-undangan yang berlaku, maka dapat diketahui:

1) Keberadaan  Majelis  Pengawas  Daerah  maupun  Majelis

Kehormatan Notaris dalam Perkara Pidana Notaris Theresia

Ponto, SH bahwa dalam kurun waktu ketika Rudi Doomputra

selaku Pembeli membuat Laporan Polisi pada tanggal 09 Juli

2013  dengan  terlapor  Notaris  Theresia  Ponto,  SH,

bersamaan  dengan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor

49/PUU-X/2012 pada tanggal 28 Mei 2013, yang menyatakan

frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam

ketentuan  Pasal  66  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  30

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris  bertentangan dengan

Pasal  27 ayat (1)  dan Pasal  28D ayat (1)  Undang-Undang

Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  sehingga

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Artinya pada

saat  itu,  penyidik  memanggil  Notaris  Theresia  Ponto,  SH

tanpa  persetujuan  Majelis  Pengawas  Daerah.  Meskipun

kemudian  terdapat  Undang-Undang  Republik  Indonesia

Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang

diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 yang mana hal

tersebut  dapat  dimaknai  bahwa  Jaksa  memanggil  Notaris

Theresia Ponto, SH dipersidangan dengan tanpa persetujuan
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Majelis  Kehormatan  Notaris  Wilayah  karena  peraturan

pelaksananya dalam hal ini  Peraturan Menteri  Hukum dan

Hak Asasi Manusia Repulik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016

tentang Majelis Kehormatan Notaris baru diundangkan pada

tanggal 05 Februari 2016. 

2) Kewenangan  Majelis  Pengawas  Daerah  dalam  ketentuan

Pasal  66  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004

tentang Jabatan Notaris sama dengan Kewenangan Majelis

Kehormatan  Notaris  dalam  ketentuan  Pasal  66  ayat  (1)

Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014

tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang Nomot  30  Tahun

2004 tentang Jabatan Notaris. Artinya baik dalam Undang-

Undang tentang Jabatan Notaris yang lama maupun Undang-

Undang tentang Jabatan Notaris yang baru menyebutkan isi

pasal yang sama. Hal yang berbeda adalah dalam Undang-

Undang tentang Jabatan Notaris  yang lama menggunakan

frase  “Majelis  Pengawas  Daerah”,  kemudian  berbeda

dengan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris yang baru

menggunakan frase “Majelis Kehormatan Notaris”.

3) Permasalahan hukum dapat berawal dari sengketa perdata

yang berakhir dengan laporan polisi, maka Notaris bukanlah

sebagai  subjek yang kebal  terhadap hukum, jika  memang

terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana, Notaris
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dapat dijatuhi sanksi pidana, baik permasalahan yang timbul

akibat kelalaian Notaris, ataupun oleh orang lain. 

Perlindungan Hukum dan Akibat Hukum bagi Notaris diatur

dalam Undang-Undang  tentang  Jabatan  Notaris  dan  Peraturan

Menteri  tentang  Jabatan  Notaris,  namun  demikian  terdapat

batasan-batasan  perlindungan  hukum  dan  akibat  hukum  bagi

Notaris melalui Kajian dengan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA

Jayapura  Nomor  261/Pid.B/2014/PN  Jap  jo.  Putusan  Pengadilan

Tinggi  Jayapura  Nomor  85/PID/2015/PT.  Jap  jo.  Putusan

Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  378  K/PID/2016,

sehingga  Notaris  perlu  mendapatkan  perlindungan  hukum

melalui  Majelis  Kehormatan  Notaris  demi  terwujudnya

perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum,11 agar

Kasus Notaris Theresia Ponto, SH tidak terualng kembali kepada

Notaris lain,  sehingga penulis tertarik untuk menulis  penelitian

tesis dengan judul:  PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30

TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DAN PERATURAN

MENTERI  HUKUM  DAN  HAK  ASASI  MANUSIA  NOMOR  7

TAHUN  2016  TENTANG  MAJELIS  KEHORMATAN  NOTARIS

DENGAN KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IA
11 Menimbang huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris.
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JAYAPURA NOMOR  261/Pid.B/2014/PN  Jap  JO.  PUTUSAN

PENGADILAN TINGGI JAYAPURA NOMOR 85/PID/2015/PT.Jap

JO.  PUTUSAN  MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK  INDONESIA

NOMOR 378 K/PID/2016

B. Permasalahan

Berdasarkan  latar  belakang yang telah  diuraikan  tersebut

diatas,  maka  dapat  disimpulkan  2  (dua)  permasalahan  yaiu

sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum  bagi  Notaris  berdasarkan

Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014

tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor  30  Tahun

2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

2016  tentang  Majelis  Kehormatan  Notaris  dengan  Kajian

Putusan  Pengadilan  Negeri  Klas  IA  Jayapura  Nomor

261/Pid.B/2014/PN  Jap  jo.  Putusan  Pengadilan  Tinggi

Jayapura Nomor 85/PID/2015/PT.Jap  jo.  Putusan Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 378 K/PID/2016 ?
2. Bagaimana Akibat Hukum bagi Notaris yang dijatuhi pidana

penjara  seperti  dalam Putusan  Pengadilan  Negeri  Klas  IA

Jayapura  Nomor  261/Pid.B/2014/PN  Jap  jo.  Putusan

Pengadilan  Tinggi  Jayapura  Nomor  85/PID/2015/PT.Jap  jo.
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Putusan  Mahkamah Agung Republik  Indonesia  Nomor  378

K/PID/2016?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan

dari penelitian tesis ini antara lain:

a) Untuk  menjelaskan  dan  menganalisis  perlindungan

hukum  bagi  Notaris  berdasarkan  Undang-Undang

Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014  tentang

Perubahan  Atas  Undang-Unang  Nomor  30  Tahun  2004

tentang  Jabatan  Notaris  dan  Peraturan  Menteri  Hukum

dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  7

Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris melalui

Kajian Putusan Pengadilan Negeri Klas IA jayapura Nomor

261/Pid.B/2014/PN  Jap  jo.  Putusan  Pengadilan  Tinggi

Jayapura  Nomor  85/PID/2015/PT.Jap  jo  Putusan

Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  378

K/PID/2016, sehingga dapat ditemukan batasan-batasan

perlindungan  hukum  bagi  Notaris  serta  perlindungan

hukum  yang  seharusnya  dilakukan  oleh  Majelis

Kehormatan Notaris  agar tercapainya kepastian hukum

dan mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap Notaris.
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b) Untuk  mengkaji  Putusan  Pengadilan  Negeri  Klas  IA

Jayapura  Nomor  261/Pid.B/2014/PN.  Jap  jo.  Putusan

Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 85/PID/2015/PT.Jap jo.

Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor

378 K/PID/2016, sehingga dapat diketahui akibat hukum

bagi Notaris yang dijatuhi pidana penjara dalam Putusan

tersebut.

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Hasil  penelitian  tesis  ini  diharapkan  dapat

memberikan kontribusi bagi Kenotariatan khususnya

Calon Notaris untuk mengetahui perkembangan ilmu

pengetahuan  tentang  perlindungan  hukum  dan

akibat  hukum  bagi  Notaris  berdasarkan  Undang-

Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014

tentang Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor  30

Tahun 2004  tentang  Jabatan  Notaris  dan  Peraturan

Menteri  Hukum  da  Hak  Asasi  Manusia  Republik

Indonesia  Nomor  7  Tahun  2016  tentang  Majelis

Kehormatan  Notaris  melalui  Kajian  dalam  Putusan

Pengadilan  Negeri  Klas  IA  Jayapura  Nomor

261/Pid.B/2014/PN Jap jo. Putusan Pengadilan Tinggi
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Jayapura  Nomor  85/PID/2015/PT.Jap  jo.  Putusan

Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  378

K/PID/2016.

a) Manfaat Praktis

Hasil penelitian tesis ini dapat menjadi referensi

bagi:

1) Notaris  yang  menghadapi  permasalahan  hukum

baik  perdata  maupun  pidana,  sehingga

diharapkan Kasus Notaris Theresia Ponto, SH tidak

terulang kepada dirinya;

2) Pembuat Peraturan Perundang-undangan melalui

Majelis  Kehormatan  Notaris  agar  mengajukan

rekomendasi perubahan Undang-Undang tentang

Jabatan  Notaris  dan  Peraturan  Menteri  tentang

Majelis  Kehormatan  Notaris,  sehingga  di  masa

yang  akan  datang  Notaris  mendapatkan

perlindungan  hukum  baik  ketika  dalam

menghadapi  perkara  perdata  di  pengadilan

maupun perkara pidana yang dimulai dari tahap

penyelidikan sampai dengan putusan hakim.
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D. Kerangka Teori

Kerangka  teori  menggambarkan  tentang  teori  yang  mana

suatu  problem riset (penelitian) berasal atau dengan teori yang

mana  problem itu  dikaitkan.12 Dalam  penelitian  tesis  ini

menggunakan  Grand  Theory  yaitu  Teori  Kewenangan,  Middle

Range  Theory yaitu  Teori  Perlindungan  Hukum,  serta  Applied

Theory yaitu  Teori  Pertanggungjawaban  dan  Teori  Kepastian

hukum, penjelasannya antara lain:

1. Grand Theory

Pada  Grand  Theory dalam  penelitian  tesis  ini

menggunakan  teori  kewenangan  yang  dijelaskan  oleh

Philipus M. Hadjon yaitu dalam hukum administrasi negara,

dasar bagi pemerintah untuk melakukan perbuatan hukum

publik  adalah  adanya  kewenangan  bevoegdheid yang

berkaitan dengan suatu jabatan ambt. Wewenang diperoleh

dari jabatan melalui tiga sumber yakni atribusi, delegasi dan

mandat,  ketiga  sumber  kewenangan  ini  akan  melahirkan

kewenangan  (bevoegdheid,  legal  power,  competence).13

Teori kewenangan yang dimaksud dalam penelitian tesis ini

berupa kewenangan dalam menjalankan jabatannya sebagai

12 Cesar M. Mercado, Alih bahasa C. Sardjono. 1982.  Langkah–langkah
Penelitian Ilmu Sosial. Universitas Sebelas Maret: FSOSPOL, hlm. 7.

13Philipus M. Hadjon dkk. 2005. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia
(Introduction to the Indonesian Administrative Law). Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, hlm. 139–140.
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notaris yang membuat akta autentik14 yang diperoleh secara

atribusi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris.  15 Atribusi

merupakan  pemberian  kewenangan  pemerintah  oleh

pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan yang

berarti  bahwa  kewenangan  itu  bersifat  melekat  terhadap

pejabat yang dituju atas jabatan yang diembannya.16

Selain  kewenangan  Notaris  yang  dimaksud  diatas,

terdapat  kewenangan  Majelis  Kehormatan  Notaris

berdasarkan Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan

Notaris yaitu:

1) Majelis  Kehormatan  Notaris  Pusat  memperoleh

kewenangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;

2) Majelis  Kehormatan  Notaris  Wilayah  memperoleh

kewenangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

melalui  Kepala  Kantor  Wilayah  Hukum  dan  Hak  Asasi

Manusia.

14 Philipus M. Hadjon dkk. Ibid. hlm. 139–140.
15 Philipus M. Hadjon dkk. Ibid. hlm. 20.
16 M. Luthfan Hadi Darus. 2017.  Hukum Notariat  dan Tanggung Jawab

Jabatan Notaris. Jakarta: UII Press, hlm. 20.
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2. Middle Range Theory

Pada  Middle  Range  Theory  dalam  penelitian  tesis  ini

menggunakan  teori  perlindungan  hukum  yang  telah

dibedakan oleh  Philipus M. Hadjon menjadi 2 (dua) macam

yaitu:17

1) Perlindungan  Hukum  Preventif,  yakni  bentuk

perlindungan  hukum  dimana  kepada  rakyat  diberi

kesempatan  untuk  mengajukan  keberatan  atau

pendapatnya  sebelum suatu  keputusan  pemerintah

mendapat bentuk definitif;

2) Perlindungan  Hukum  Represif,  yaitu  bentuk

perlindungan  hukum dimana  lebih  ditujukan  dalam

penyelesaian sengketa.

Dari kedua macam teori perlindungan hukum yang telah

dibedakan  oleh  Philipus  M.  Hadjon tersebut  diatas,  maka

teori  perlindungan  hukum  bagi  Notaris  dalam  penelitian

tesis  ini  berbentuk  perlindungan  hukum  preventif  yang

mana perlindungan hukum tersebut berupa ketentuan pasal-

pasal yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan

17 Philipus M. Hadjon. Op.Cit. hlm. 205.
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Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan

Notaris. 

3. Applied Theory
a) Teori Pertanggungjawaban

Pada  Applied  Theory dalam  penelitian  tesis  ini

menggunakan  teori  pertanggungjawaban  menurut

Kranenburg  dan  Vegtig,  dimana  salah  satu  teori  yang

menjadi  landasan  dalam  pertanggungjawaban  pejabat

dalam  menjalankan  jabatannya  adalah  Teori  Fautes

Personalis, yaitu suatu tanggung jawab akan dibebankan

pada  pejabat  itu  sendiri  jika  karena  menjalankan

jabatannya,  pejabat  tersebut  merugikan  pihak  ketiga,

dengan kata lain pembebanan tanggung jawab ini akan

dibebankan kepada manusia  selaku pribadi,18 sehingga

Notaris  sebagai  pejabat  umum yang berwenang untuk

membuat  akta  autentik  dan  memilik  kewenangan

lainnya,19 dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam

bentuk:
1) Penyerahan  fotocopi  Minuta  Akta  dan/atau  surat-

surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol

18 HR. Ridwan. 2006. Hukum Addministrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo
Persada, hlm. 365.

19 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indoenesia Nomor 2 tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris.
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Notaris  dalam  penyimpanan  Notaris20 untuk

kepentingan  proses  peradilan,  penyidik,  penuntut

umum, atau hakim;dan
2) hadir dalam pemeriksa yang berkaitan dengan Akta

atau  Protokol  Notaris  yang  berada  dalam

penyimpanan Notariss;21

3) di proses pemeriksaan di hadapan penyidik.22

Selain  pengambilan  fotokopi  minuta  akta,

pemanggilan Notaris dan di periksa di hadapan penyidik

tersebut  diatas,  Notaris  yang  dijatuhi  pidana  penjara

berdasarkan  putusan  pengadilan,23 dapat

mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam bentuk

pemberhentian  dengan  tidak  hormat  oleh  Menteri

berdasarkan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Majelis Kehormatan Notaris.
 

b) Teori Kepastian Hukum
Selain  teori  pertanggungjawaban  pada  Applied

Theory tersebut  diatas, dalam  penelitian  tesis  ini

menggunakan teori kepastian hukum yang dikemukakan

20 Pasal 66 ayat (1) huruf a Undang-Undang Repulik Indoneisia Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris.

21 Pasal 66 ayat (1) huruf b Undang  Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris.

22 Pasal  27 ayat (2)  Peraturan Menteri  Hukum dan Hak Asasi  Manusia
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

23 Pasal  13 Undang–Undang Republik  Indonesia Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang
Nomor 2 Tahun 2014.
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oleh  Van  Apeldorn  yaitu  Kepastian  Hukum  berarti

Perlindungan  Hukum,  dalam  hal  ini  pihak  yang

bersengketa dapat terhindar dari kesewenang-wenangan

penghakiman,24 sehingga  teori  kepastian  hukum  yang

dimaksud  dalam  penelitian  tesis  ini  adalah  dengan

adanya  penelitian  mengenai  perlindungan  hukum bagi

Notaris  berdasarkan  Undang-Undang  tentang  Jabatan

Notaris  dan  Peraturan  Menteri  tentang  Majelis

Kehormatan  Notaris  melalui  kajian  dalam  Putusan

Pengadilan  Negeri  Klas  IA  Jayapura  Nomor

261/Pid.B/2014/PN  Jap  jo.  Putusan  Pengadilan  Tinggi

Jayapura  Nomor  85/PID/2015/PT.Jap  jo.  Putusan

Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  378

K/PID/2016,  maka  Notaris  mendapatkan  perlindungan

hukum baik ketika dalam menghadapi perkara perdata di

pengadilan  maupun  perkara  pidana  sebagai  upaya

pencegahan  kriminalisasi  terhadap  Notaris  agar

tercapainya  jaminan  kepastian  hukum,  ketertiban  dan

perlindungan  hukum  yang  berintikan  keadilan  dan

kebenaran atas akta yang dibuat oleh Notaris.25 

E. Kerangka Konseptual

24 Peter  Mahmud  Marzuki.  2005.  Penelitian  Hukum.  Jakarta:  Kencana,
hlm. 59-60.

25 Anna Sari Dewi. Loc.Cit. hlm. 31-38.
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Kerangka Konseptual yang digunakan dalam penelitian tesis

ini antara lain:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan  hukum  adalah  perlindungan  harkat  dan

martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang

dimiliki  oleh  subyek  hukum  dalam  negara  hukum

berdasarkan  ketentuan  hukum  yang  berlaku  di  negara

tersebut  guna  mencegah  terjadinya  kesewenang-

wenangan.26

2. Jual Beli

Jual Beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak

yang satu  mengikatkan  dirinya  untuk  menyerahkan suatu

kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang

telah dijanjikan.27

3. Notaris

Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  diangkat  dan

diberhentikan  oleh  suatu  kekuasaan  umum,  dalam hal  ini

adalah  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia.  Notaris

bertugas  untuk  memberikan  pelayanan  kepada  anggota
26 Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia.

Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 205.
27 Pasal 1457 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata.

27



masyarakat  yang  memerlukan  jasanya  dalam  pembuatan

alat  bukti  tertulis,  khususnya berupa akta  autentik  dalam

bidang  hukum  perdata.  Keberadaan  Notaris  merupakan

pelaksanaan dari hukum pembuktian.28

4. Majelis Pengawas Notaris (MPD)  

Majelis  Pengawas  Notaris  yang  selanjutnya  disebut

Majelis  Pengawas  adalah  suatu  badan  yang  mempunyai

kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan

dan pengawasan terhadap Notaris.29

5. Majelis Kehormatan Notaris (MKN)

Majelis  Kehormatan  Notaris  adalah  suatu  badan  yang

mempunyai  kewenangan  untuk  melaksanakan  pembinaan

Notaris  dan  kewajiban  memberikan  persetujuan  atau

penolakan  untuk  kepentingan  penyidikan  dan  proses

peradilan,  atas  pengambilan  fotokopi  Minuta  Akta  dan

pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang

berkaitan dengan Akta  atau Protokol  Notaris  yang berada

dalam penyimpanan Notaris.30

28 Herlien Budiono.  2013.  Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di  Bidang
Kenotariatan Buku Kedua. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 220.

29 Pasal  1 angka 6 Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris.

30 Pasal  1 angka  1  Peraturan  Menteri  Hukum Dan Hak  Asasi  Manusia
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.
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F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian  yang  digunakan untuk  membahas

permasalahan  dalam  penelitian  tesis  ini  adalah

penelitian  hukum  normatif  (normative  law  research),

pokok  kajiannya  berupa  hukum  yang  dikonsepkan

sebagai  norma  atau  kaidah  yang  berlaku  dalam

masyarakat  dan  menjadi  acuan  perilaku  setiap  orang.

Penelitian  hukum normatif  berfokus  pada  inventarisasi

hukum  positif,  asas-asas  hukum,  doktrin  hukum  serta

penemuan  hukum  dalam  perkara  in  concreto31

diantaranya berupa:

a) Undang–Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia

Tahun 1945;

b) Kitab Undang–Undang Hukum Perdata;

c) Kitab Undang–Undang Hukum Pidana;

d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun

2004 tentang Jabatan Notaris;

e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

31 Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Cetakan
1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 134.
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f) Undang–Undang  Republik  Indonesia Nomor 2 Tahun

2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang–Undang

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

g) Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia

Republik  Indonesia Nomor  7  Tahun  2016  tentang

Majelis Kehormatan Notaris;

h) Putusan  Perdamaian  Perkara  Perdata  Pengadilan

Negeri Klas IA Jayapura Nomor 56/PDT.G/2010/PN.JPR;

i) Putusan  Pengadilan  Negeri  Klas  IA  Jayapura  Nomor

261/Pid.B/2014/PN Jap;

j) Putusan  Pengadilan  Tinggi  Jayapura  Nomor

85/PID/2015/PT.Jap;

k) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

378 K/PID/2016.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam

penelitian  tesis  ini  berupa  Pendekatan  Perundang–

undangan  (Statue  Approach),  Pendekatan  Konseptual

(Conceptual  Approach)  dan  Pendekatan  Kasus  (Case

Approach), penjelasannya sebagai berikut:

a) Pendekatan  Perundang–undangan  (Statue

Approach)
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Pendekatan  perundang–undangan  (Statue

Approach) yang  dimaksud  dalam  penelitian  tesis

yaitu menelaah semua undang–undang dan regulasi

yang  berkaitan  dengan  isu  hukum  yang  sedang

ditangani.32 Regulasi  dalam  penelitian  tesis  ini

berupa:

1) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

2) Kitab Undang–Undang Hukum Perdata;

3) Kitab Undang–Undang Hukum Pidana;

4) Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  30

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

5) Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

6) Undang–Undang  Republik  Indonesia Nomor  2

Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang–

Undang  Nomor  30  Tahun 2004  tentang  Jabatan

Notaris;

7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Majelis Kehormatan Notaris;

32 Peter Muhammad Marzuki. Op.Cit. hlm. 93.
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b) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Konsep  (Inggris:  concept,  Latin:  conceptus)

berasal dari concipare berarti memahami, menerima,

menangkap yang merupakan gabungan dari kata con

(bersama) dan  capere  (menangkap, menjinakkan).33

Pendekatan Koneptual tidak bertitik tolak dari aturan

hukum  karena  belum  ada  atau  tidak  ada  aturan

hukum untuk isu/masalah hukum yang dikaji.34

Pendekatan  Konsep  berupa  pendapat  sarjana,

konsep–konsep  hukum  dan  asas–asas  hukum  yang

berguna  bagi  penulis  dalam  membangun

argumentasi  hukum  untuk  menjawab  dan

memecahkan isu hukum yang dikaji dalam penelitian

tesis ini.

c) Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan  kasus  (Case  Approach)  bertujuan

untuk  mempelajari  penerapan  norma-norma  atau

kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum,

33 Lorens Bagus. 1996. Kamus Filsafat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
hlm. 481–483.

34 Tim  Revisi  Pedoman  Penulisan  Tesis  Program  Studi  Magister
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. 2016. Pedoman Penulisan
Tesis.  Palembang:  Program  Studi  Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum
Universitas Sriwijaya, hlm. 28.
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terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus

dalam yurisprudensi  terhadap perkara-perkara yang

menjadi  fokus  penelitian.35 Tujuan  penggunaan

pendekatan  kasus  dalam  penelitian  hukum  adalah

untuk  menemukan  Ratio  Decidendi  atau  Legal

Reasoning  sebagai  referensi  penulisan  argumentasi

dalam menjawab isu hukum tertentu.36

Pendekatan  kasus  yang  dimaksud  dalam

penelitian tesis ini berupa:

1) Putusan Perdamaian Perkara  Perdata  Pengadilan

Negeri  Klas  IA  Jayapura  Nomor

56/PDT.G/2010/PN.JPR;

2) Putusan  Pengadilan  Negeri  Klas  IA  Jayapura

Nomor 261/Pid.B/2014/PN Jap;

3) Putusan  Pengadilan  Tinggi  Jayapura  Nomor

85/PID/2015/PT.Jap;

4) Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia

Nomor 378 K/PID/2016.

Putusan tersebut  diatas,  akan dijadikan sebagai

referensi untuk mempelajari penerapan norma-norma

atau kaidah hukum yang berlaku.

35 Johnny Ibrahim. 2010.  Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif.
Edisi Refisi. Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 321.

36 Tim  Revisi  Pedoman  Penulisan  Tesis  Program  Studi  Magister
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Op.Cit. hlm. 28.
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3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian 

Sumber  bahan  penelitian  yang  digunakan  dalam

penelitian  tesis ini terdiri dari:

a) Bahan  Hukum  Primer,  yaitu  bahan–bahan  hukum

yang  mengikat,  terdiri  dari  Peraturan  Perundang–

Undangan  yang  berhubungan  dengan

permasalahan.37 Bahan  hukum  Primer  yang

digunakan dalam penelitian ini berupa;

1) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

2) Kitab Undang–Undang Hukum Perdata;

3) Kitab Undang–Undang Hukum Pidana;

4) Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  30

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

5) Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

6) Undang–Undang  Republik  Indonesia Nomor  2

Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang–

Undang  Nomor  30  Tahun 2004  tentang  Jabatan

Notaris;

37 Bambang Sunggono. 2009.  Metodologi Penelitian Hukum.  Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, hlm. 42.
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7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Majelis Kehormatan Notaris;

b) Bahan  Hukum  Sekunder,  adalah  semua  publikasi

tentang  hukum  yang  bukan  merupakan  dokumen

resmi38 dan memberikan penjelasan mengenai bahan

hukum  primer.39  Bahan  hukum  sekunder  yang

digunakan  dalam penelitian  tesis   ini  berupa  Buku

Ilmu Hukum, Kamus Hukum, Jurnal Hukum dan Media

Cetak atau Elektronik.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Penelitian  tesis  ini  menggunakan  penelitian  hukum

normatif,  sehingga  pengumpulan  bahan  penelitian

dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan (bibliography

study) yaitu mengkaji informasi tertulis mengenai hukum

yang  berasal  dan  dibutuhkan  dalam penelitian  hukum

normatif  dari  berbagai  sumber  serta  dipublikasikan

secara luas.40 Bahan penelitian yang akan dikumpulkan

dengan cara Studi Kepustakaan dalam penelitian tesis ini

meliputi:

38 Tim  Revisi  Pedoman  Penulisan  Tesis  Program  Studi  Magister
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Op.Cit. hlm. 30.

39 Bambang Sunggono. Op.Cit. hlm. 42.
40 Abdulkadir Muhammad. Op.Cit. hlm. 82.
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a) Pembuat undang-undang negara,  produk hukumnya

disebut perundang–undangan yaitu:

1) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

2) Kitab Undang–Undang Hukum Perdata;

3) Kitab Undang–Undang Hukum Pidana;

4) Undang–Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

5) Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

6) Undang–Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2

Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang–

Undang  Nomor  30  Tahun 2004  tentang  Jabatan

Notaris;

7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Majelis Kehormatan Notaris.

b) Pengadilan, produk hukumnya disebut putusan hakim

(yurisprudensi), putusan hakim yang dimaksud dalam

penelitian tesis ini berupa:

1) Putusan Perdamaian Perkara  Perdata  Pengadilan

Negeri  Klas  IA  Jayapura  Nomor

56/PDT.G/2010/PN.JPR;
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2) Putusan  Pengadilan  Negeri  Klas  IA  Jayapura

Nomor 261/Pid.B/2014/PN Jap;

3) Putusan  Pengadilan  Tinggi  Jayapura  Nomor

85/PID/2015/PT.Jap;

4) Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia

Nomor 378 K/PID/2016.

c) Penulis hukum, produk hukumnya disebut buku ilmu

hukum.

d) Peneliti  hukum,  produk  hukumnya  disebut  laporan

penelitian hukum yang termuat dalam jurnal hukum. 

e) Pengamat hukum, produk hukumnya disebut tinjauan

hukum yang termuat dalam media cetak. 

5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Bahan  penelitian  hukum  normatif  yang  telah

dikumpulkan  secara  Studi  Kepustakaan  selanjutnya

diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut:41

41 Abdulkadir Muhammad. Ibid. hlm. 82.  
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a) Mengidentifikasi terhadap sumber bahan hukum yang

diperoleh  melalui  catalog  perpustakaan  atau

langsung pada sumbernya;

b) Menginventarisasi  bahan  hukum  yang  diperlukan

penulis  melalui  daftar  isi  pada  produk  hukum

tersebut;

c) Mencatat  dan  mengutip  bahan  hukum  yang

diperlukan penulis  pada lembar catatan yang telah

disiapkan  secara  khusus  pula  dengan  pemberian

tanda  pada  setiap  bahan  hukum  berdasarkan

klasifikasi  sumber  bahan  hukumnya  dan  aturan

perolehannya;

d) Menganalisis  bahan  hukum  yang  diperoleh  sesuai

dengan masalah dan tujuan penelitian. 

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Bahan  penelitian  hukum  yang  telah  diolah

selanjutnya dianalisis secara deskriptif (descriptive legal

study) yaitu  analisis  bahan  penelitian  yang  bersifat

pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran

(deskripsi)  lengkap  tentang  keadaan  hukum  yang

berlaku  di  tempat  tertentu,  pada  saat  tertentu  atau
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mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum

tertentu yang terjadi dalam masyarakat.42

Analisis  bahan  penelitian  secara  deskriptif  yang

dimaksud  dalam  penelitian  tesis  ini  adalah  gambaran

mengenai perlindungan hukum bagi Notaris berdasarkan

Undang-Undang tentang Jabatan Notaris  dan Peraturan

Menteri  tentang  Majelis  Kehormatan  Notaris  dengan

kajian melalui Kasus Notaris Theresia Ponto, SH sampai

dengan  keluarnya  Putusan  Pengadilan  Negeri  Klas  IA

Jayapura  Nomor  261/Pid.B/2014/PN  Jap  jo.  Putusan

Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 85/PID/2015/PT.Jap jo.

Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor

378  K/PID/2016  atas  nama  Terdakwa  Notaris  Theresia

Ponto,  SH,  sehingga  ditemukan  batasan-batasan

perlindungan hukum bagi Notaris dan akibat hukum bagi

Notaris  yang  dijatuhi  pidana  penjara  seperti  dalam

Putusan tersebut.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan  kesimpulan  dalam  penelitian  tesis  ini

menggunakan  metode deduktif  yaitu  penarikan

kesimpulan  yang  bertolak  dari  proposisi  umum

42 Abdulkadir Muhammad. Ibid. hlm. 49.
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kebenarannya telah diketahui dan berakhir  pada suatu

kesimpulan  yang  bersifat  khusus.43 Kesimpulan  dalam

penelitian tesis ini ditarik dari perlindungan hukum yang

telah  diketahui  kebenarannya  berdasarkan  Undang-

Undang tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri

tentang  Majelis  Kehormatan  Notaris,  kemudian  dikaji

melalui Kasus Notaris Theresia Ponto, SH sampai dengan

keluarnya  Putusan  Pengadilan  Negeri  Klas  IA  Jayapura

Terdakwa  atas  nama  Notaris  Theresia  Ponto,  SH,

sehingga secara khusus diperoleh kesimpulan mengenai

batasan-batasan  terhadap  perlindungan  hukum  bagi

Notaris  dan  akibat  hukum  bagi  Notaris  yang  dijatuhi

pidana penjara dalam Putusan Pengadilan Negeri Klas IA

Jayapura  Terdakwa  atas  nama  Notaris  Theresia  Ponto,

SH.

43 Bambang Sunggono. Op.Cit. hlm. 10.
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